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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha laundry 

yang di teliti di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian 

pencemaran lingkungan, belum dilaksanakan dengan baik. Usaha laundry 

tersebut belum mampu mengelola limbah usaha laundry secara mandiri. 

Pengelolaan limbah laundry hanya dilaksanakan oleh usaha laundry yang 

memiliki modal besar saja, sementara pengelola usaha laundry yang 

berskala kecil dan tidak memiliki izin tidak dapat melaksanakan kewajiban 

untuk mengelola limbah laundrynya. Tempat yang digunakan untuk usaha 

laundry tersebut merupakan rumah sendiri atau dengan menyewa rumah 

toko, sehingga limbah yang dihasilkan usaha laundry tersebut secara 

langsung dibuang bersamaan dengan limbah rumah tangga. 

2. Kendala yang dihadapi pengelola usaha laundry dalam melaksanakan 

kewajiban untuk mengelola limbah usaha laundrynya sebagai bentuk 

upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta adalah 

adanya keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola laundry untuk 

mengadakan Instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi. Kurangnya 
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kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya limbah beracun yang 

dihasilkan oleh limbah usaha laundrynya serta belum adanya perhatian 

khusus dari pemerintah terhadap dampak pertumbuhan usaha laundry di 

Kota Yogyakarta. 

B. Saran   

1. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan penertiban terhadap 

pengelola usaha laundry yang membuang limbahnya langsung ke selokan 

air tanpa proses pengolahan. 

2. Pemerintah perlu mengadakan instalasi terpadu pembuangan dan 

penggelolaan laundry pada tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan 

mengingat pengusaha laundry yang memiliki penyebaran usaha yang luas 

di Yogyakarta 

3. Pengelola usaha laundry agar mengutamakan pemakaian detergen yang 

ramah dengan lingkungan dan diharapkan tidak berlebihan dalam 

penggunaannya. 

4. Para pengelola laundry hendaknya dapat mendirikan wadah paguyuban, 

agar nantinya dapat bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap 

pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh usaha laundry sehingga 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. 
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